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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Penerimaan Pajak di Kota Gorontalo yang dianggarkan pada APBD 

merupakan pemikiran yg terukur secara rasional serta memiliki kepastian serta 

dasar aturan penerimaannya. pada dasarnya penerimaan pajak diproyeksikan 

meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian 

nasional dan  wilayah yang di gilirannya akan semakin membuka peluang potensi 

penerimaan negara maupun daerah asal sector pajak salah satunya ialah pajak 

restoran. Hal ini terutama dari kenaikan komponen dana perimbangan, pada 

samping pula yang dari berasal kenaikan Penerimaan Pajak Restoran. Penerimaan 

Pajak dibutuhkan tetap semakin tinggi sebagai wujud kemandirian daerah. 

Kemandirian wilayah dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan  ekstensifikasi 

dengan penuh kehati-hatian untuk bisa mempertahankan syarat di wilayah tetap 

aman terutama pada saat perekonomian sedang lesu. Penerimaan pajak Kota 

Gorontalo masih tergantung asal dana perimbangan yaitu Dana Alokasi umum  

(DAU), Dana Alokasi khusus (DAK), bagi hasil pajak dan  dana perimbangan 

lainnya. Hal inilah yang menjadi dilema yang penting bagi penerimaan daerah.  

Penerimaan Pajak merupakan pendapatan daerah yang diusahakan sendiri 

oleh daerah yang berasal dari pajak daerah diantaranya adalah pajak restoran. 

Kota Gorontalo merupakan ibu kota dari Provinsi Gorontalo dan dalam beberapa 

tahun belakang sampai saat ini terus melakukan dan meningkatkan pembangunan 

daerah (Infrastruktur) dan terus meningkatkan pelayanan masyarakat serta 

kesejahteraan masyarakat sebagai upaya mewujudkan visi Kota yaitu 
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“Terselenggaranya Layanan Prima Pemerintahan Kota Gorontalo Untuk 

Mewujudkan Masyarakat Yang SMART”. Hal ini mengacu di planning 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo tahun 2019-2024. 

Pada rangka melaksanakan pembangunan wilayah serta mempertinggi 

pelayanan publik, Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya dalam 

memaksimalkan asal penerimaan daerah melalui sektor penerimaan Pajak 

Restoran. Restoran mencakup diantaranya rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 

Ditinjau asal data Badan Keuangan Kota Gorontalo, di tahun 2019 - 2022 

jumlah Restoran yang tersebar pada Kota Gorontalo sebanyak 490 unit. dengan 

banyaknya Restoran yang tersebar di Kota Gorontalo mengindikasikan bahwa 

banyaknya para pengusaha yang menginvestasikan modalnya di bisnis makanan 

yang disebut sangat menjanjikan. Hal ini secara tidak langsung menandakan 

bahwa warga  di Kota Gorontalo memiliki jiwa konsumtif yang tinggi sehingga 

para pengusaha kuliner terus berinovasi agar mampu bersaing pada mendapatkan 

konsumen, bahkan sampai membuka cabang pada lokasi yang tidak sama yang 

disebut strategis. Banyaknya restoran menggunakan aneka macam inovasi serta 

rakyat yang semakin konsumtif akan berdampak baik pada peningkatan 

penerimaan Pajak Restoran di Kota Gorontalo. Hal ini pula tidak terlepas dari 

kiprah Pemerintah Kota Gorontalo dalam melakukan penataan kota yang 

mengakibatkan beberapa wilayah Kota Gorontalo dapat dikatakan menjadi tempat 

kuliner seperti disekitar Pantai Leato. 

Untuk memenuhi realisasi target pajak restoran yang telah ditetapkan, masih 

terdapat sejumlah restoran dan rumah makan yang tidak amanah dalam 
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menyampaikan setoran pajak dan melaporkan nilai omzetnya ke pemkot 

Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini Badan Keuangan Kota 

Gorontalo melakukan berbagai kegiatan pengenalan kepatuhan wajib  pajak serta 

kerjasama dengan Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Kejaksaan 

Negeri (Kejari) Gorontalo, hingga Satpol PP sehingga mampu mengoptimalkan 

pendapatan. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo juga membentuk tim 

Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan pencatatan di setiap 

transaksi sehingga dapat lebih memaksimalkan pendapatan dari sektor Pajak 

Restoran.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan suatu penelitian dengan judul ”Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan 

Kontribusi Pajak Restoran Pada Pemerintah Kota Gorontalo.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana tingkat Efektivitas Pajak Restoran di Kota Gorontalo Tahun 2019 - 

2022? 

2. Bagaimana tingkat Efisiensi Pajak Restoran di Kota Gorontalo Tahun 2019 - 

2022? 

3. Seberapa besarnya kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Gorontalo dalam kurun waktu 2019 - 2022? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 
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Maksud penelitian ini adalah melakukan analisis bagaimana Efektivitas dan 

Efisiensi Pajak Restoran Tahun 2019 – 2022 terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Gorontalo. 

1.3.2  Tujuan  Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian adalah. 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak 

Restoran Kota Gorontalo. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Efisiensi Penerimaan Pajak 

Restoran Kota Gorontalo. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besarnya kontribusi Pajak 

Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, diantaranya. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

analisis tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan Pajak Restoran serta 

pengembangan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan Pajak 

Restoran Kota Gorontalo. Selain itu juga menjadi bahan masukan bagi peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang masalah yang sama untuk 

lebih di kembangkan dan digunakan untuk mengembangkan teori yang diperoleh 

mengenai Pajak Restoran serta menambah pengetahuan bagi penulis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 
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Untuk memberikan masukan berupa informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terutama Pengelola Keuangan Badan Keuangan Bidang 

Pendapatan yang ada di Pemerintahan Kota Gorontalo dalam melaksanakan 

Pengelolaan Keuangan dalam hal pemungutan Pajak Restoran secara efektif dan 

efisiensi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Jika membahas tentang pengertian pajak, dalam Undang– Undang nomor  

28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor  6 

Tahun 1983 perihal Ketentuan umum  serta norma Perpajakan pada pasal 1 

dijelaskan bahwa Pajak merupakan kontribusi   harus pada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- 

Undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan  dipergunakan buat 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. menurut 

Mardiasmo (2011, p. 1) Pajak ialah iuran masyarakat pada kas negara dengan 

sesuai undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung bisa ditunjukkan dan  dipergunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

Selain itu, banyak para pakar menyampaikan jabaran perihal pajak, 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Dikemukakan Oleh Adriani yang telah diterjemahkan oleh Thian, Alexander 

dalam buku “Hukum Pajak” (2021). “Pajak adalah Pungutan atau iuran 

masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta tertuang bagi wajib 

pajak membayarnya sesuai peraturan undang-undang. Pembayar pajak tidak 

memperoleh imbalan langsung yang bisa ditunjuk dan dipakai dalam 

pembiayaan untuk keperluan Negara” 
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2) Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Alexander Thian (2021:5) adalah 

sebagai berikut “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik 

(kontraprestasi), yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat 

kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan kelebihannya 

digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama bagi 

pembiayaan investasi publik” 

3) Soeparman Soemahamidjaja (2021.hukum pajak.yogyakarta), menyatakan 

bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh 

penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku yang tujuannya 

adalah menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan 

umum. Dalam definisi ini tidak tampak istilah “dipaksakan” karena bertitik 

tolak pada istilah “iuran wajib”. 

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat 

yang menempel pada pengertian pajak ialah: 

1) Pajak dipungut sesuai undang – undang dan  hukum pelaksanaannya yang 

sifatnya dapat dipaksakan 

2) Pada pembayaran pajak tidak bisa ditunjukkan adanya kontraprestasi individu 

sang pemerintah.. 

3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat juga pemda.. 

4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yg Bila asal 

pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan buat membiayai publik 

investment.. 
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5) Pajak bisa juga mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.. 

b. Fungsi Pajak 

Pajak memiliki kiprah yg cukup besar  dalam kehidupan suatu bangsa. ada 

beberapa fungsi pajak, yaitu sebagai berikut: 

1) Fungsi Budgetair atau anggaran 

 
Dijelaskan bahwa pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana buat 

membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

2) Fungsi Regulerend atau mengatur 

 

Pajak berfungsi sebagai alat buat mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial serta ekonomi. contohnya seperti 

tarif pajak untuk ekspor sebanyak 0%, buat mendorong ekspor produk Indonesia 

dipasaran dunia. 

3) Fungsi Stabilitas 

 

Fungsi stabilitas ini diartikan bahwa pajak pula dapat dipergunakan oleh 

pemerintah pada hal mengatur dan  menstabilkan perekonomian dalam negeri dan  

menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan  menghambat laju inflasi. Sebagaimana 

pemerintah mengenakan pajak terhadap sebagian barang-barang impor supaya 

produksi dalam negeri dapat bersaing. 

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan 
 

Pajak yg sudah dibebankan kepada mereka yang bisa membayar pajak akan 

pulang didistribusikan buat membangun infrastruktur mirip jalan raya juga 

jembatan. tetapi, infrasturktur yang dibangun telah dibangun, bisa jua 

dimanfaatkan serta dinikmati oleh orang yang tidak mampu membayar pajak. 
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c. Pengertian Wajib Pajak 

Dalam Undang-Undang angka 28 Tahun 2007 yg artinya perubahan ketiga 

atas undang-undang angka 6 Tahun 1983 perihal Ketentuan awam dan  adat 

Perpajakan dijelaskan bahwa wajib  pajak artinya orang eksklusif atau badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan  pemungut pajak, yang memiliki 

hak dan  kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

Selain itu, ada beberapa hak serta kewajiban wajib  pajak yg harus diketahui 

serta dipahami oleh wajib pajak. Adapun hak dan kewajibannya merupakan 

menjadi berikut :  

1) Hak harus Pajak yaitu Berhak menjabut registrasi, Berhak menunda 

penyampaian surat pemberitahuan (SPTPD), Berhak membetulkan surat 

pemberitahuan (SPTPD), Berhak menunda penyetoran, Berhak mengajukan 

restitusi, Berhak melakukan pengajuan keberatan dan  banding serta peninjauan 

kembali. 

2) Kewajiban Wajib Pajak 

Adapun kewajiban yang wajib  dipenuhi oleh harus pajak adalah melakukan 

pendaftaran, menghitung, memotong, memungut, menyetor, melaporkan dan  

melakukan pembukuan.. 

d. Pengelompokan Pajak 

Pajak bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian yakni pajak dari golongan, 

menurut sifat, serta menurut forum pemungutannya. 

1) Pajak menurut Golongan 

Bila melihat berasal golongannya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 

bagian yaitu : 
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a. Pajak eksklusif 

Pajak eksklusif adalah pajak yang dimana pembebanannya ditanggung 

pribadi oleh wajib  pajak serta pembebanannya tak dapat dilimpahkan ke pihak 

lain contohnya ialah Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak tidak pribadi 

Pajak tidak eksklusif merupakan pajak yang pembebanannya bisa dialihkan 

ke pihak lain atau pihak ketiga. Dimana pihak ketiga artinya relasi kerjasama 

kegiatan berasal pihak yang membebankan pajak. contohnya adalah Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

2) Pajak Menurut Sifat 

Jika melihat berasal sifatnya, pajak terbagi sebagai dua yakni: 

a. Pajak Subjektif 

Pajak subjektif ialah pajak yang pengenaannya ditinjau berdasarkan kondisi 

atau keadaan berasal harus pajak. misalnya ialah Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Objektif 

Pajak objektif ialah pajak yg pengenaannya tidak dicermati sesuai keadaan 

atau syarat dari wajib  pajak, melainkan dicermati sesuai pada jenis objeknya. 

contohnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas 

Barang glamor. 

3) Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya 

Pajak menurut lembaga pemungutannya terbagi menjadi dua macam yaitu : 

a. Pajak Pusat 

Pajak pusat ialah jenis pajak yg pemungutannya diambil oleh pemerintah 

sentra dan  dikelola buat membiayai rumah tangga negara. misalnya artinya Pajak 
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Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan  Pajak Penjualan atas 

Barang glamor. 

b. Pajak Daerah 

Pajak daerah ialah jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Daerah taraf I (Provinsi) juga pemda 

tingkat II (kabupaten/kota) serta dikelola dan  dipergunakan buat membiayai 

rumah tangga daerahnya. 

e. Teori – Teori Pemungutan pajak 

Pajak adalah salah  satu asal penerimaan terbesar bagi pemerintah. tetapi, 

dalam pemungutan pajak ada teori-teori yang mendukung pemberian  hak pada 

negara serta mengakibatkan kewajiban bagi masyarakat buat membayar. Adapun 

teori-teori tentang pemungutan pajak antara lain : 

1) Teori Asuransi 

Dijelaskan pada teori ini bahwa negara berhak untuk memungut pajak sebab 

negara bertugas buat melindungi warga  dan  segala kepentingan, keselamatan 

serta keamanan jiwa serta harta bendanya. 

2) Teori Kepentingan 

Dalam teori ini, mengungkapkan bahwa pembagian beban pajak yg 

dipungut asal penduduk atau rakyat, berdasarkan atas kepentingan setiap orang 

jasa yg diberikan sang pemerintah (contohnya proteksi ataupun yg berguna 

baginya). Semakin akbar kepentingan tadi, semakin tinggi pula pajak yg wajib  

dibayar. 
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Hal ini disamakan menggunakan pembayaran asuransi, seperti halnya pada 

perjanjian premi, sehingga buat proteksi dibutuhkan pembayaran iuran 

pertanggungan. 

3) Teori Gaya Pikul 

Pada teori ini dijelaskan bahwa beban pajak wajib  sama beratnya bagi 

setiap masyarakat sesuai gaya pikul masing- masing. buat mengukur gaya pikul 

bisa dipergunakan dua pendekatan yaitu : 

a. Unsur objektif yakni dengan melihat seberapa besar  penghasilan atau 

kekayaan yang dimiliki oleh seorang. 

b. Unsur subjektif, yakni menggunakan memperhatikan seberapa akbar kebutuhan 

materil yang harus dipenuhi. 

Dengan ini bisa diartikan bahwa gaya pikul tersebut diukur dari penghasilan 

serta kekayaan serta pengeluaran juga pembelanjaan seseorang.. 

4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak dan Teori Bakti 

Teori ini menekankan bahwa telah sebagai hak yg absolut bagi negara buat 

memungut pajak. dan  masyarakat yang membayar pajak artinya bukti bakti 

kecintaan masyarakat pada negaranya. Hal yg fundamental dalam teori ini adalah 

hubungan rakyat serta negara. 

5) Teori Asas Daya Beli 

Teori ini menekankan bahwa kepentingan semua rakyat lebih diutamakan. 

pada teori ini, dijelaskan bahwa pajak merupakan merogoh gaya beli dari rumah 

tangga rakyat buat rumah tangga negara, yang kemudian akan balik  disalurkan 

pada warga  menggunakan maksud untuk memelihara kehidupan rakyat sehingga 

menjadi lebih baik. 
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f.  Sistem Pemungutan Pajak 

Adapun sistem pada melakukan pemungutan pajak bisa dibedakan menjadi 

tiga yaitu sebagai berikut: 

1) Official Assesment System 

Pada Official Assesment System ini, yg menentukan atau menghitung dan  

memperhitungkan besaran pajak yang terutang sang harus pajak merupakan fiskus 

(pegawai atau pejabat pemerintahan yg bertugas) menggunakan menerbitkan 

Surat Keputusan Pajak daerah atau SKPD. dalam hal ini, wajib  pajak baru akan 

aktif saat menerima SKPD serta melakukan penyetoran pajak terutang sesuai yg 

tertuang dalam Surat Keputusan Pajak daerah. 

2) Self Assesment System 

Dalam Self Assesment System ini, fiskus memberi kepercayaan  pada harus 

pajak buat menghitung, memperhitungkan dan  menyetor sendiri pajak yang 

terutang. harus pajak pula diharuskan buat melaporkan pajak yg terutang dan  

yang telah dibayarkan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

sehingga bisa dicermati bahwa dalam sistem ini wajib  pajak lebih aktif. 

menggunakan sistem ini diperlukan administrasi perpajakan bisa terlaksana 

dengan lebih baik. 

3) Withholding Tax System 

Pada sistem ini, pihak perpajakan dalam hal ini fiskus melakukan 

pemungutan serta mutilasi pajak melalui pihak ketiga (pemberi kerja atau yg 

berwenang memungut pajak. 
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Bisa diamati beserta bahwa, di 3 sistem diatas yakni Official Assesment 

System, Self Assesment System, serta Withholding Tax System diterapkan secara 

menyeluruh kedalam sistem pemungutan pajak pada Indonesia. 

g. Cara Pemungutan Pajak 

Adapun cara pada pemungutan pajak adalah menjadi berikut : 

1) Stelsel Riil atau Nyata 

Cara pembebanan pajak yang dilakukan berdasarkan di objek yg nyata 

(penghasilan), dimana pengenaan serta pemungutannya baru akan dilakukan pada 

akhir tahun selesainya penghasilan sesungguhnya diperoleh atau diketahui. 

2) Stelsel Fiktif atau Anggapan 

Adalah cara pembebanan pajak yg berdasarkan di asumsi yg dibenarkan 

oleh undang-undang. misalnya penetapan beban pajak kepada harus pajak 

dilakukan diawal tahun dengan beranggapan bahwa penghasilan sesungguhnya di 

akhir tahun diperoleh sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya.. 

3) Stelsel Campuran 

Ialah cara pemungutan pajak dengan mencampurkan atau kombinasi dari 

Stelsel Riil menggunakan Stelsel Fiktif. Dimana di athun baru, besarnya 

pengenaan pajak pada wajib  pajak dihitung berdasarkan anggapan, dan  di saat 

akhir tahun akan disesuaikan dengan kondisi sesungguhnyaa. 

h. Asas Pemungutan Pajak 

Dalam rangka melakukan pungutan pajak, perlu ada asas atau acuan sebagai 

dasar dan  pertimbangan dalam pemungutan pajak itu sendiri. Adapun asas-asas 

pada pemungutan pajak artinya menjadi berikut: 

1) Asas Yuridis 

Asas ini menyebutkan bahwa pajak didesain oleh pemerintah serta wajib  

ditetapkan sinkron undang-undang, dimana pada penetapannya harus melalui 
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musyawarah dengan perwakilan masyarakat yg nantinya pungutan ini dapat 

diterima oleh semua masyarakat, sebagai akibatnya pungutannya bersifat sah serta 

terpercaya. 

2) Asas Ekonomis 

Asas ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak wajib  

bisa dibayar dari penghasilan masyarakat dan  tidak merusak usaha warga  dalam 

mencapai kebahagiaan. ialah pajak tidak boleh menghalang-halangi lancarnya 

usaha perdagangan serta industri maupun produksi, pajak tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan awam juga merugikan. 

3) Asas Umum dan Merata 

Asas ini menyebutkan bahwa pemungutan pajak wajib  diberlakukan kepada 

seluruh orang yg memenuhi kondisi (finansial maupun administrasi) tanpa 

memandang pangkat, jabatan ataupun kedudukannya serta merata adalah pajak yg 

dibebankan sama (sinkron menggunakan kemampuan masing-masing harus 

pajak). 

4) Asas Domisili 

Pada asas ini dijelaskan bahwa pemungutan pajak berhak dilakukan oleh 

negara pada pihak yang berada atau tinggal diwilayah negara tersebut, tanpa 

melihat asal atau sumber dari objek pajak yg dikenakan kepada wajib  pajak.. 

5) Asas Sumber 

Asas ini berbanding terbalik menggunakan asas domisili, dimana dalam asas 

ini pembebanan pajak yg dilakukan oleh negara hanya pada objek pajak yang dari 

atau bersumber berasal negara tadi, tanpa melihat rumah dari wajib  pajak.. 

6) Asas Kebangsaan 
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Asas ini didasarkan  di status kewarganegaraan harus pajak pada 

memutuskan pengenaan pajak, serta pajak dikenakan kepada setiap orang yang 

bekerja didalam wilayah negara tersebut termasuk WNA. 

7) Asas Waktu 

Dalam asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak wajib  dilakukan di 

ketika harus pajak dalam keadaan mampu membayar pajak. mirip memungut 

pajak kepada pegawai di saat telah menerima gaji. 

8) Asas Rentabilitas 

Asas ini dijelaskan bahwa dalam pemungutan pajak yang dipungut harus 

lebih akbar hasilnya dibanding dengan biaya  yang dimuntahkan dalam 

melakukan pemungutan. 

9) Asas Resiprositas 

Asas ini menyebutkan bahwa negara memberi kebebasan subyektif 

menggunakan kondisi timbal kembali. misalnya: duta akbar suatu negara yg 

terdapat di Indonesia dapat dibebaskan membayar pajak eksklusif, tetapi dengan 

syarat kebalikannya bahwa duta besar  Indonesia yg berada di negara tersebut pula 

dibebaskan membayar pajak eksklusif. 

i. Syarat Pemungutan Pajak 

Ada syarat atau kondisi dalam melakukan pemungutan pajak, antara lain 

1) Syarat Keadilan 

Dalam pembebanan serta pemungutan pajak wajib  dapat dilakukan dengan 

adil dan  berdasar di peraturan undang- undang. serta adil pada menyampaikan 

hak kepada wajib  pajak Jika ingin mengajukan keberatan, penundaan pembayaran 

dan  pengajuan banding pada yang berwenang. 
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2) Syarat Yuridis 

Pemungutan pajak harus dilandasi sang peraturan undang- undang, sehingga 

dapat memberikan jaminan aturan yang sempurna bagi setiap masyarakat atau 

pada hal ini harus pajak. 

3) Syarat Ekonomi 

Pemungutan pajak tidak boleh mengakibatkan proses produksi juga 

perdagangan menjadi terganggu yg nantinya akan menimbulkan kelesuhan 

ekonomi. 

4) Syarat Finansial 

Sesuai pada fungsi budgetair, yang ialah biaya  pemungutan wajib  bisa 

ditekan sebagai lebih rendah asal apa yang dipungut atau berasal yang akan terjadi 

pungutannya sebagai akibatnya pungutan pajak lebih efektif. 

5) Sistem pemungutan harus sederhana 

Dalam sistem yg sederhana pastinya akan lebih memudahkan serta 

mendorong rakyat atau wajib  pajak pada memenuhi kewajibannya dalam 

perpajakan. syarat ini sudah didukung menggunakan undang-undang perpajakan. 

misalnya: Tarif PPN yang beragam menjadi sederhana dengan satu tarif, yaitu 

11% 

j.  Hukum Pajak 

Aturan pajak artinya formasi hukum-aturan yang dibuat buat mengatur 

hubungan antara warga  sebagai pembayar pajak (harus pajak) dengan pemerintah 

menjadi pemungut pajak. aturan pajak terbagi menjadi 2 jenis, yakni hukum pajak 

materiil dan  aturan pajak formal. 

1) Hukum Pajak Materiil 
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Aturan ini mengatur korelasi antara pemerintah selaku pemungut pajak 

dengan masyarakat sebagai wajib  pajak. hukum pajak materiil memuat tata cara-

istiadat yg menjelaskan diantaranya keadaan, perbuatan, objek pajak atau insiden 

aturan yg dikenai pajak, subjek pajak (siapa yang dikenai pajak), berapa besar  

tarif pajak yg dikenakan, sesuatu hal tentang muncul serta hapusnya hutang pajak 

2) Hukum Pajak Formal 

Hukum ini ialah bentuk atau adat buat mewujudkan aturan materiil menjadi 

fenomena, dalam arti lain istiadat pelaksanaan aturan materiil. dalam aturan ini 

ada istiadat penyelenggaraan atau mekanisme penetapan suatu hutang pajak, hak-

hak fiskus dan  kewajiban wajib  pajak. 

k. Pajak Daerah 

Pajak wilayah adalah pajak yg dipungut sang pemda sesuai peraturan yg 

telah ditetapkan disetiap wilayah dalam perda, yang dikelola serta dipergunakan 

buat kepentingan tempat tinggal   tangga wilayahnya. 

Berdasarkan Undang-Undang nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak wilayah 

dan Retribusi daerah pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Pajak wilayah, yang 

selanjutnya diklaim pajak adalah donasi harus pada daerah yang terutang sang 

orang pribadi atau badan yg bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tak mendapatkan imbalan secara pribadi dan  dipergunakan buat keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak wilayah adalah iuran harus kepada kas Pemerintah Daerah yang 

terutang sang setiap orang yang harus membayarnya, baik itu individu maupun 

badan yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah, yang kemudian dikelola serta 
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digunakan buat kepentingan tempat tinggal   tangga daerah pada mensejahterakan 

rakyat daerah. 

Sesuai Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 pada pasal 2 diterangkan 

bahwa pajak wilayah terbagi menjadi 2 jenis, Pajak Provinsi terdiri asal lima 

bagian yaitu Pajak Kenderaan Bermotor, Bea pulang Nama Kenderaan Bermotor, 

Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor, Pajak Air permukaan dan  Pajak Rokok 

sedangkan Pajak Kabupaten / Kota terdiri asal 11 bagian yaitu Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penjelasan Jalan (PPJ), Pajak 

Mineral Bukan Logam serta donasi, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang 

Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan serta Perkotaan (PBB P2) serta 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah serta Bangunan (BPHTB). 

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 mengungkapkan bahwa pendapatan 

daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih pada periode anggaran eksklusif. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang 

No.33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan Antara pusat dan  daerah Pasal 

1 angka 18 mengungkapkan bahwa “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.  

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pula mengungkapkan perihal 

pengertian pendapatan asli daerah yaitu asal keuangan daerah yg digali dari 

wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari akibat pajak wilayah, yang 

akan terjadi retribusi wilayah, hasil pengelolahan kekayaan wilayah yang 

dipisahkan dan  lain-lain pendapatan asli wilayah yang sah. Berdasarkan 
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pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang dipungut 

oleh pemerintah daerah berdasarkan potensi daerahnya masing-masing dan diatur 

dalam peraturan yang berlaku.  

2.1.3 Pajak Restoran 

a. Pengertian Pajak Restoran 

Restoran merupakan fasilitas penyediaan makanan dan /atau minuman 

menggunakan bayaran, yg meliputi diantaranya rumah makan, kafetaria, kantin, 

warung, bar, serta sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Hal ini sinkron dengan 

peraturan undang-undang No. 28 Tahun 2009 perihal Pajak daerah dan  Retribusi 

daerah dalam Pasal 1. 

Jadi pengertian asal pajak restoran ialah pajak atas pelayanan yg disediakan 

oleh restoran. wajib  pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang 

berkecimpung dibidang usaha restoran. 

b. Objek dan Subjek Pajak Restoran 

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 

dalam Pasal 2 Tentang Pajak Restoran bahwa Objek Pajak Restoran adalah setiap 

pelayanan yg disediakan oleh Restoran. Adapun pelayanan yg dimaksud meliputi 

pelayanan penjualan kuliner juga minuman yg dikonsumsi oleh pembeli, baik itu 

dikonsumsi ditempat pelayanan ataupun ditempat lain. Sedangkan Subjek Pajak 

Restoran artinya orang pribadi atau badan yang membeli kuliner atau minuman 

dari restoran. 

c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran 
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Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 dalam 

Pasal 4 Tentang Pajak Restoran bahwa dasar pengenaan Pajak Restoran adalah 

jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. 

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 5 

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah 

pembayaran. diterangkan bahwa besaran pokok pajak restoran yang terutang 

dihitung menggunakan cara mengalikan tarif pajak sebanyak 10% menggunakan 

dasar pengenaan pajak, yakni jumlah pembayaran atau yg seharusnya dibayarkan 

pada restoran. 

2.1.4 Efektivitas Pemungutan Pajak  

Efektivitas pajak restoran ialah sebuah indikator yg mendeskripsikan 

seberapa besar  kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak 

restoran yang direncanakan, dibandingkan dengan yg ditetapkan sesuai potensi riil 

wilayah.  

 Besarnya tingkat efektivitas pajak restoran bisa dihitung menggunakan 

memakai rumus menjadi berikut (Setiawati, 2018) 

 

 

Tabel 2.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran  

Badan Keuangan Kota Gorontalo 

Tahun 2019 - 2022 

Tahun Target Realisasi Persen % 

2019 13.000.000.000 15.171.279.096 116,70 % 

2020 8.323.806.000 10.693.131.800 128,46 % 

2021 15.000.000.000 15.317.576.632 102,12 % 

2022 19.000.000.000 17.695.378.542 93,13 % 
Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo (yanjak.gorontalokota.go.id) 

Efektivitas Pajak Restoran = 
Realisasi Pajak Restoran 

Sasaran Pajak Restoran 
X 100% 
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Tabel 2.2  

Kriteria Pengukuran Efektivitas  

 

Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria 

Diatas 100 Sangat Efektif 

90 – 100 Efektif 

80 – 90 Cukup Efektif 

60 -80 Kurang efektif 

Dibawah 60 Tidak Efektif 

 

2.1.5 Efisiensi Pemungutan Pajak 

Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan 

realisasi penerimaan pajak. Analisis rasio efisiensi untuk pajak restoran dilakukan 

dengan cara membandingkan antara total biaya atau insentif yang dikeluarkan 

untuk memperoleh pendapatan pajak restoran dengan total realisasi penerimaan 

pendapatan pajak restoran. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

besar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan realisasi penerimaan pajak 
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restoran. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh penerimaan. rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Selanjutnya hasil perhitungan rasio efisiensi tersebut dijelaskan berdasarkan 

kriteria penilaian kinerja efisiensi sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Kriteria Penilaian Efisiensi 

 

Persentase Kinerja Efisiensi (%) Kriteria 

40 – Ke atas Tidak Efisien  

31 – 40 Kurang Efisien 

21 – 30 Cukup Efisien 

10 – 20 Efisien 

Dibawah 10 Sangat Efisien 

 

2.1.6 Kontribusi 

Analisis kontribusi pajak restoran merupakan suatu analisis yang digunakan 

buat mengetahui seberapa besar  tingkat donasi yang dihasilkan berasal 

penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli wilayah. 

Kontribusi pajak restoran artinya sebuah bentuk sumbangsih dari 

penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli wilayah. Rumus yang 

digunakan dalam menghitung seberapa besar  taraf donasi ialah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.4 

Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

 

Persentase (%) Kriteria 

0 – 10% Sangat Kurang  

10 – 20% Kurang 

20 – 30% Sedang 

Efisiensi Pajak Restoran = 
Total Biaya Memungut Pajak Restoran 

Total Realisasi Pajak 
X 100% 

Kontribusi Pajak Restoran = 
Realisasi Pajak Restoran 

Pendapatan Asli Daerah 
X 100% 
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30 – 40% Cukup Baik 

40 – 50% Baik 

50% ke atas Sangat Baik 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

1. Eka Arif Bijak Saputro Tahun 2020 dengan judul Efektivitas Dan Kontribusi 

Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta 

penelitian ini membagikan bahwa taraf efektivitas asal pajak hotel serta restoran Kota 

Surakarta tahun 2012-2017 berfluktuasi menggunakan tingkat rata homogen kriteria 

yakni sangat efektif, dimana persentase rata-rata pajak hotel dalam kurun saat 6 

(enam) tahun sebesar 106,14% dan pajak restoran sebanyak 117,34%. 

Sedangkan taraf donasi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan asli daerah Kota 

Surakarta masih sangat kurang, dimana taraf persentase donasi dibawah 10% 

2. Ebtisam Lukman Basyarahil serta Ririn Irmadariyani Tahun 2020 

menggunakan judul Efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel serta Pajak Restoran 

Terhadap Penerimaan Pendapatan orisinil wilayah (Pad) Kabupaten Jember 

penelitian ini membagikan bahwa efektivitas pungutan pajak hotel serta 

restoran di Kabupaten Jember sangat efektif menggunakan tingkat persentase 

homogen-rata tingkat efektivitas pajak hotel sebesar 131,6% dan  pajak 

restoran sebesar 136,6%. Sedangkan taraf kontribusi   dari pajak hotel dan  

restoran terhadap penerimaan Pendapatan asli daerah Kabupaten Jember berada 

di kriteria kurang berkontribusi. Dimana homogen-rata persentase kontribusi   

pajak hotel hanya sebanyak 0,69% serta persentase kontribusi   pajak restoran 

hanya berada di rata-rata 1,9%. 

3. Penelitian Andika Fardy Alamsyah tahun 2021 dengan judul Efektifitas dan 

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar 
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penelitian ini menunjukan bahwa efektifitas pemungutan pajak restoran 

terhadap Pendapatan orisinil wilayah kota Makassar memiliki potensi yang 

baik kenaikan realisasi berasal Pendapatan orisinil wilayah selama beberapa 

tahun terakhir (2016 – 2019) tersebut tidak terlepas berasal sumbangsih dan  

donasi dari pajak daerah empat tahun terakhir ini, kontribusi pajak dan retribusi 

itu di atas 80 persen, sangat jauh dengan kontribusi lain. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2019 s/d 2022. Data LRA 

tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi 

untuk mengukur penerimaan pajak daerah sektor Pajak Restoran serta Kontribusi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan yang diterima berasal pajak 

restoran bisa dijadikan menjadi alat pengukur tingkat efektivitas pungutan pajak 

restoran yg telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sekaligus sebagai pengukur 

besarnya kontribusi  dari penerimaan pajak restoran. 

Ke 2 hal tersebut bisa disandingkan karena analisis efektivitas pajak 

restoran yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemda dalam 

merealisasikan Penerimaan Pajak Restoran yg direncanakan dibandingkan dengan 

sasaran yang ditetapkan sesuai potensi riil wilayah, ad interim kontribusi adalah 

besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. 

Analisis donasi Penerimaan Pajak restoran ialah suatu analisis yg digunakan buat 

mengetahui seberapa akbar donasi yang bisa disumbangkan berasal penerimaan 

pajak restoran terhadap pendapatan asli wilayah, maka dibandingkan antara 

realisasi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli wilayah. 
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Jadi tingkatan efektivitas juga sebenarnya bergantung pada besarnya 

sumbangan pajak terhadap pendapatan pemerintah/wilayah, sebagai akibatnya 

penelitian ini arahnya ialah menyandingkan kedua konsep tersebut secara 

sekaligus. Hal ini ditunjukkan pada kerangka pemikiran penelitian seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek Penelitian ini adalah Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Lokasi penelitian adalah Badan Keuangan 

Bidang Pendapatan Pemerintahan Kota Gorontalo dengan melakukan analisis data 

laporan keuangan dari tahun anggaran 2019 sampai tahun 2022. 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1  Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, mencari fakta, 

kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara pengumpulan 

data penyusunaan data dengan menggunakan analisis rasio efektivitas, efisiensi 

dan kontribusi, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan 

teori yang ada. 

Dari Voxco (2021), variabel-variabel yang termasuk dalam penelitian 

deskriptif artinya tidak terkontrol adalah tidak dimanipulasi dengan cara apa pun. 

Penelitian naratif sebagian akbar menggunakan metode observasional serta 

dengan demikian peneliti tidak dapat mengontrol sifat serta sikap variabel yg 

diteliti. 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini berupa Rasio Efektivitas, 

Efisiensi Penerimaan Pajak Restoran Serta Kontribusi Pajak restoran terhadap 

Pendapatan Asli Daerah.  
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1. Rasio efektivitas untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam 

memobilisasi penerimaan pajak restoran sesuai yang ditargetkan.  

2. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur biaya yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah dalam mendapatkan penerimaan pajak restoran.  

3. Kontribusi digunakan untuk membandingkan jumlah penerimaan pajak 

restoran dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk lebih 

jelasnya disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Skala 

Analisis Efektivitas 
Realisasi Pajak  x 100% 

               Target Pajak 
Rasio 

Analisis Efisiensi 
Ttl By Memungut Pajak  x 100% 

              Realisasi Pajak 
Rasio 

Analisis Kontribusi Realisasi Pajak Restoran  x 100% 
         Pendapatan Asli Daerah 

Rasio 

 Sumber : Budiyuwono (2016) dan Kepmendagri (2015) 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Dari cara pengumpulannya maka data yg dibutuhkan penelitian ini ialah 

bersumber data sekunder, yaitu data yang sudah jadi atau terpublikasi, berupa 

penerimaan pajak restoran yg berasal asal restoran berupa target serta realisasi dan  

PAD Pemerintah Kota Gorontalo. kemudian data berdasarkan saat 

pengumpulannya merupakan berupa data dari waktu ke waktu / terjadwal (time 

series data) yaitu asal tahun 2019 hingga tahun 2022. 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 
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Tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh 

keterangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

3.5.2 Observasi 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi yang 

berasal dari Badan Keuangan Bidang Pendapatan Kota Gorontalo berupa Data 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Gorontalo dalam 

periode 2019 – 2022 serta Data Target dan Realisasi penerimaan Pajak Restoran 

Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2019-2022. 

Observasi adalah teknik Pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti dan melakukan pencatatan 

secara cermat dan sistematis terhadap catatan dan dokumen seperti laporan 

perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019-

2022. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan buat memperoleh data serta 

gosip pada bentuk buku, file, dokumen, tulisan nomor  dan  gambar yg berupa 

laporan dan  informasi yg dapat mendukung penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, teknik analisis data yg digunakan ialah menjadi berikut :  

a. Analisis Efektivitas 

Efektivitas ialah kemampuan pada merealisasikan besarnya penerimaan 

pajak restoran asal sasaran yg sudah direncanakan di suatu periode eksklusif. 

Efektivitas =      Realisasi Pajak   x  100% 

Target Pajak 

b. Analisis Efisiensi 
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Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana 

penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain 

penggunaan yang sebenarnya. 

Efisiensi =  Total Biaya Memungut Pajak  x  100% 

      Total Realisasi Pajak 

 

c. Analisis Kontribusi 

Analisis kontribusi pajak restoran ialah suatu analisis yg digunakan buat 

mengetahui seberapa besar  tingkat kontribusi   yang dihasilkan dari penerimaan 

Pajak Restoran terhadap Pendapatan asli daerah. kontribusi   pajak restoran ialah 

sebuah bentuk sumbangsih berasal penerimaan pajak restoran terhadap 

pendapatan asli wilayah. 

 

Kontribusi =  Realisasi Pajak Restoran  x  100% 

      Pendapatan Asli Daerah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Bidang Pendapatan Kota 

Gorontalo. Bidang Pendapatan adalah salah satu Bidang yang dibawah komando 

Badan Keuangan Kota Gorontalo yang merupakan pelaksana Pemerintah Daerah 

dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Bidang Pendapatan Terdiri dari 3 

(tiga) Sub Bidang diantaranya adalah Kasubid Penagihan dan Pengendalian, 

Kasubid Pendataan dan Penetapan, Kasubid Pendapatan dan lain-lain. 

Badan Keuangan Kota Gorontalo dulunya bernama Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dibentuk berdasarkan 

peraturan daerah nomor 3 Tahun 2009 dan diubah dengan peraturan daerah Kota 

Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat 

daerah yang ditetapkan namanya Badan Keuangan sampai dengan sekarang. 

Organisasi Badan Keuangan Kota Gorontalo dipimpin oleh Kepala Badan 

yang dibantu oleh Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bidang, Pejabat 

Fungsional serta Pejabat Pelaksana (staf) yang ada dilingkungan kerja Instansi 

Badan Keuangan Kota Gorontalo.  

4.1.2 Visi dan Misi Badan Keuangan 

a) Visi 

Menjadi Institusi Pengelola Keuangan dan Aset yang Inovatif dan 

Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas 

organisasi pemerintah, dan kualitas sumber daya aparatur.  
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b) Misi 

Melaksanakan Pembaharuan Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang Akuntable dan Berkelanjutan. 

4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi 

Kepala Badan Mempunyai Tugas membantu Wali Kota dalam 

melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di Bidang Anggaran, Pendapatan, 

Akuntansi dan Aset Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Menyelenggarakan Fungsi : 

a. Merencanakan tugas dibidang pendapatan, pengelola keuangan dan asset 

daerah secara berkesinambungan untuk peningkatan pendapatan, keuangan dan 

kekayaan daerah. 

b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelola keuangan dan 

asset daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas unit. 

c. Menyusun kebijakan teknis dibidang pendapatan, keuangan dan asset daerah 

sebagai dasar pelaksanaan tugas unit. 

d. Mengorganisir kegiatan dibidang pendapatan, pegelola keuangan dan asset 

daerah berdasarkan system dan prosedur kerja untuk tertibnya pelaksanaan 

tugas unit. 

e. Mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pegelola keuangan 

dan asset daerah serta terpadu untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

f. Mengarahkan pelaksanaan program peningkatan pendapatan, pengelola 

keuangan dan asset daerah secara inovatif dan proaktif untuk peningkatan 

kinerja unit. 
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g. Membina pelaksanaan kegiatan unit secara menyeluruh untuk kelancaran tugas 

unit. 

h. Mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing untuk tertibnya 

pelaksanaan tugas unit. 

i. Mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern secara berkala untuk 

efektivitas dan efisiensi kegiatan unit. 

j. Mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas. 

k. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis 

untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dan, 

l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat 

koordinasi untuk penyatuan pendapat.  

Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 

melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, 

keuangan dan rencana kerja badan. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Menyelenggaran Fungsi : 

a. Membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang 

ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan, dan rencana kerja badan. 

b. Menyusun rencana kerja kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi 

program unit. 

c. Melaksanakan tugas pegelolaan administrasi berdasarkan pedoman untuk 

peningkatan pelayanan. 

d. Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan pedoman 

untuk tertibnya administrasi. 
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e. Melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian berdasarkan petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya penataan administrasi 

kepegawaian. 

f. Melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan kearsipan sesuai kebutuhan 

untuk kelancaran kegiatan unit. 

g. Melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja 

aparatur. 

h. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk 

beroleh petunjuk. 

i. Mengkoordinasikan Tugas dengan kepala-kepala bidang melalui 

rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat. 

j. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya 

pelaksanaan tugas. 

k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi. 

l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran 

tugas kedinasan. 

Kepala Bidang Pendapatan melaksanakan tugas Pengelolaan 

Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 

optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendapatan menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Menghimpun kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas. 
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b. Menyusun kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah sesuai 

kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

c. Menyusun rencana program dibidang pendapatan daerah sesuai 

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan unit. 

d. Menghimpun dan menganalisa data subyek dan obyek pajak/retribusi, 

sumber – sumber pendapatan daerah lainnya melalui unit terkait untuk 

mengetahui potensi penerimaan daerah. 

e. Mengelola pendapatan daerah berdasarkan ketentuan untuk tertibnya 

penerimaan pendapatan asli daerah. 

f. Menyusun penetapan target penerimaan pendapatan asli daerah melalui 

pengkajian dengan unit pengelola sebagai dasar penerimaan pendapatan 

asli daerah. 

g. Melakukan pengelolaan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan 

dokumen pajak bumi dan bangunan lainnya yang diterbitkan oleh dirjen 

pajak untuk tertibnya penerimaan pajak bumi dan bangunan. 

h. Melakukan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah selain 

pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan untuk peningkatan 

pembiayaan daerah. 

i. Melakukan penelitian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan 

daerah yang baru dengan unit terkait untuk peningkatan pendapatan. 

j. Melakukan pegendalian pendapatan asli daerah secara rutin untuk 

optimalisasi pendapatan daerah. 
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k. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak melalui pertemuan untuk 

peningkatan kesadaran wajib pajak. 

l. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis 

untuk beroleh petunjuk. 

m. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala-

kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat. 

n. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya 

pelaksanaan tugas. 

o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi. 

p. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas 

dibidang pendataan dan penetapan retribusi daerah berdasarkan petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi pendapatan 

daerah. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan dan menyusun kebijakan teknis pendataan dan penetapan 

retribusi daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar melaksanakan tugas. 

b. Menyusun rencana kegiatan pendataan dan penetapan pajak daerah dan 

retribusi daerah berdasarkan potensi yang tersedia untuk menjadi 

program unit. 
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c. Melaksanakan pendataan obyek/subyek pajak dan retribusi daerah 

secara terkoordinir untuk mengetahui gambaran dan keadaan potensi 

pendapatan asli daerah. 

d. Mengelola data obyek.subyek pajak dan retribusi daerah sesuai jenis 

untuk mengetahui jumlah pajak terhutang. 

e. Melakukan perhitungan besarnya jumlah pajak dan retribusi daerah 

yang terhutang berdasarkan ketentuan sebagai dasar penetapan pajak 

terhutang. 

f. Melakukan verifikasi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak 

bumi dan bangunan sesuai daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) 

dan dokumen pajak bumi dan bangunan lainnya untuk didistribusikan 

kepada unit pengelola. 

g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik secara lisan 

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk. 

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi 

melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat. 

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

Kepala Subbidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas 

dibidang penagihan dan pegendapian pajak dan retribusi daerah 

berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis optinalisasi 

pendapatan daerah. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbidang Penagihan dan 

Pengendalian Menyelenggarakan fungsi : 
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a. Menyiapkan kebijakan teknis penagihan dan pengendalian pajak dan 

retribusi daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas. 

b. Menyusun rencana penagihan dan pengendalian pajak dan retribusi 

daerah berdasarkan data obyek dan subyek pajak untuk menjadi 

program unit. 

c. Mempersiapkan, mengelola dan mendistribusikan surat ketetapan pajak 

daerah (SKPD) kepada wajib pajak sebagai dasar penagihan. 

d. Melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah berdasarkan 

ketetapan pajak terhutang sebagai pendapatan daerah 

e. Melakukan penatausahaan jumlah ketetapan pajak bumi dan 

bangunan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang 

penagihannya dilimpahkan ke daerah berdasarkan surat 

pemberitahuan pajak terhutang (SPPT} dan daftar himpunan 

ketetapan pajak (DHKP) pajak bumi dan bangunan 

f. Melakukan pengendalian penerimaan pendapatan daerah secara 

berkala untuk kelancaran penagihan 

g. Melakukan evaluasi hasil penerimaan pendapatan daerah secara 

berkala untuk mengetahui hasil capaian 

h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan secara lisan 

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk 

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi 

melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat 

j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi 
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k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan untuk kelancaran 

tugas kedinasan. 

Kepala Subbidang Penerimaan Lain-Lain mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pengelolaan penerimaan lain-lain berdasarkan 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk pembiayaan keuangan 

daerah. 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbidang Penerimaan Lain-Lain 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyiapkan kebijakan teknis penerimaan lain-lain sesuai kebutuhan 

sebagai dasar pelaksanaan tugas 

b. Menghimpun data penerimaan lain-lain sesuai jenis penerimaan untuk 

mengetahui jumlah alokasi anggaran penerimaan dana perimbangan 

c. Menyusun rencana kegiatan penerimaan lain-lain sesuai kebutuhan 

untuk menjadi program unit 

d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan secara lisan 

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk 

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala.-kepala seksi 

melalui rapat / pertemuan untuk penyatuan pendapat 

f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi 

g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan untuk kelancaran 

tugas kedinasan. 
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Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan yang terbagi dalam 

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

b. Masing-masing kelompok jabatan  fungsional dikoordinir oleh tenaga 

fungsional  senior  yang  ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada 

pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan  kebutuhan  dan 

beban kerja. 

d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Badan Keuangan  

Kota Gorontalo 
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4.2 Analisis Data Penelitian 

Data yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah 

data sekunder dalam bentuk penerimaan pajak restoran pemerintah Kota 

Gorontalo tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2022. Untuk mempermudah 

dalam melakukan analisis data maka terlebih dahulu dibuat ikhtisar laporan 

realisasi anggaran yang berisi akun-akun utama yang telah disesuaikan dengan 

rumus analisis yang digunakan. 

Tabel 4.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran  

Badan Keuangan Kota Gorontalo 

Tahun 2019 - 2022 

 

Uraian 

 

Target Realisasi Persen % 

Tahun 2019    

- Pajak Restoran 13.000.000.000 15.171.279.096 116,70 % 

Tahun 2020    

- Pajak Restoran 8.323.806.000 10.693.131.800 128,46 % 

Tahun 2021    

- Pajak Restoran 15.000.000.000 15.317.576.632 102,12 % 

Tahun 2022    

- Pajak Restoran 19.000.000.000 17.695.378.542 93,13 % 
Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo (yanjak.gorontalokota.go.id) 

4.2.1 Rasio Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran 

4.2.1.1 Rasio Efektivitas 

Analisis rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara realisasi 

penerimaan pajak restoran dengan target penerimaan yang telah ditetapkan setiap 

awal tahunnya. Rumus untuk menghitung rasio efektivitas adalah sebagai berikut ; 

Rasio Efektivitas =              Realisasi Pajak     x  100% 

                Target Penerimaan Pajak  

 

Semakin Tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang 

semakin baik. Indikator penilaian efektivitas kinerja keuangan sebagai berikut : 
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Tabel 4.2   

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan 

Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria 

Diatas 100 Sangat Eefektif 

90 – 100 Efektif 

80 – 90 Cukup Efektif 

60 – 80 Kurang Efektif 

Dibawah 60 Tidak Efektif 

 (Sumber Mahmudi, 2010) 

Berikut ini disajikan hasil perhitungan analisis rasio efektivitas tahun 2019 

sampai dengan tahun 2022 beserta tabel perhitungannya : 

Tabel 4.3   

Perhitungan Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran 

Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2022 

URAIAN 

 TAHUN 2019 - 2022 RASIO EFEKTIVITAS 
 

Kriteria 
 TARGET   REALISASI  SELISIH PERSEN 

Pendapatan Pajak Daerah  (1)   (2)   (3) = 2 - 1  
 (4) = 

(2:1)*100  

 

Pajak Restoran 2019 13,000,000,000 15,171,279,096 2,171,279,096 116,70 
Sangat 

Efektif 

Pajak Restoran 2020 8.323.806.000 10.693.131.800 2.369.325.800 128,46 
Sangat 

Efektif 

Pajak Restoran 2021 15.000.000.000 15.317.576.632 317.576.632 102,12 
Sangat 

Efektif 

Pajak Restoran 2022 19.000.000.000 17.695.378.542 (1.304.621.458) 93,13 Efektif 

Sumber : Data hasil Olahan dengan MS Excel 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa rasio efektivitas penerimaan pajak restoran 

tahun 2019 - 2021 menunjukan bahwa proses penerimaan temasuk dalam kriteria 

sangat efektif dikarenakan penerimaan lebih besar dari pada target yang 

ditetapkan sedangkan pada tahun 2022 rasio efektivitas mengalami penurunan 

yaitu dengan rasio efektif, ini disebabkan karena target yang ditetapkan lebih 

besar dibandingkan dengan penerimaan yang masuk pada tahun tersebut.  

4.2.1.2 Rasio Efisiensi 

Analisis rasio efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara total 

biaya atau insentif yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan pajak restoran 

dengan total realisasi penerimaan pajak restoran. Analisis ini dimaksudkan untuk 
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mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan realisasi 

penerimaan pajak restoran. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan pendapatan asli daerah. rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Rasio Efisiensi =  Total Biaya Memungut Pajak Restoran  x  100% 

              Total Realisasi Pajak Restoran 

 

Selanjutnya hasil perhitungan rasio efisiensi tersebut dijelaskan berdasarkan 

kriteria penilaian kinerja efisiensi sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi 

 

Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria 

40 – Ke atas Tidak Efisien  

31 – 40 Kurang Efisien 

21 – 30 Cukup Efisien 

10 – 20 Efisien 

Dibawah 10 Sangat Efisien 

           (Sumber Mahmudi, 2010) 

 

 

Berikut ini disajikan hasil analisis rasio efisiensi penerimaan pajak restoran 

tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 beserta tabel perhitungannya : 

Tabel 4.5  

Perhitungan Rasio Efisiensi Penerimaan Pajak Restoran  

 Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2022 

Tahun 
Ttl Pend Pajak Resto Ttl Biaya Pem. Pajak Resto Rasio Efisiensi  

Kriteria 
(1) (2) (3) = (2 / 1)*100 

2019 15.171.279.096 650.000.000 4,28 
Sangat 

Efisien 

2020 10.693.131.800 416.190.300 3,89 
Sangat 

Efisien 

2021 15.317.576.632 750.000.000 4,89 
Sangat 
Efisien 

2022 17.695.378.542 950.000.000 5,36 
Sangat 

Efisien 

    Sumber : Data olahan dengan MS Excel  
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Perhitungan tingkat efisiensi pengeluaran biaya pemungutan pajak restoran 

berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara 

pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah yaitu dengan mengalikan dengan 5%  target pajak restoran yang telah 

ditetapkan dalam tahun anggaran berkenaan.  

4.2.1.3 Kontribusi 

Kontribusi pajak restoran Kota Gorontalo dihitung dengan membandingkan 

jumlah penerimaan pajak restoran dengan jumlah pendapatan asli daerah. Analisis 

yang dipergunakan buat mengetahui seberapa besarnya donasi penerimaan pajak 

restoran terhadap pendapatan orisinil wilayah di Pemerintah Kota Gorontalo pada 

kurun ketika 2019 – 2022 serta dapat dihitung dari realisasi penerimaan pajak 

restoran dibandingkan dengan jumlah pendapatan asli daerah. rumus yang 

dipergunakan adalah sebagai berikut : 

Kontribusi =  Realisasi Pajak Restoran  x  100% 

            Pendapatan Asli Daerah 

 

Selanjutnya hasil analisis kontribusi tersebut dijelaskan berdasarkan 

klasifikasi kriteria hasil kontribusi sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

 

Persentase (%) Kriteria 

0 – 10% Sangat Kurang 

10 – 20% Kurang 

20 – 30% Sedang 

30 – 40% Cukup Baik 

40 – 50% Baik 

50% ke atas Sangat Baik 

(Sumber Depdagri, Kepmendagri, 2015) 
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Berikut ini disajikan hasil analisis perhitungan kontribusi penerimaan pajak 

restoran tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 beserta tabel perhitungannya : 

Tabel 4.7 

Target Pajak Restoran, Realisasi Pajak Restoran 

Dan Realisasi PAD Tahun 2019 - 2022 

 

Tahun  Target 

Restoran 

Realisasi 

Restoran 

Realisasi PAD Kontribusi Kriteria 

2019 13.000.000.000 15.171.279.096 67.732.569.699 22,3% Sedang 

2020 8.323.806.000 10.693.131.800 53.554.102.740 19,9% Kurang 

2021 15.000.000.000 15.317.576.632 65.900.004.080 23,2% Sedang 

2022 19.000.000.000 17.695.378.542 81.226.829.604 21,7% Sedang 

(Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo (yanjak.gorontalokota.go.id) 

Dari hasil yang didapat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli 

Daerah pemkot Gorontalo terbesar artinya tahun 2021 sebesar 23,2% serta 

terendah pada tahun 2020 sebanyak 19,9 %. Naik turunnya kontribusi   pajak 

restoran dikarenakan banyak tidaknya kunjungan kerestoran. dengan adanya 

tingkat kontribusi yang bervariasi atau naik turun, Pemerintah Daerah Kota 

Gorontalo melakukan upaya mengoptimalkan sumber penerimaan asli daerahnya, 

yang salah satunya adalah dari sektor penerimaan Pajak Restoran. Semua itu 

mampu terlaksana dengan adanya bantguan  dan  perhatian dari seluruh warga 

masyarakat.  

Tahun 2019 - 2022 memiliki persentase kinerja keuangan rata-rata sebanyak 

21,78% tergolong dalam kriteria sedang. Kriteria sedang berarti bahwa 

Penerimaan Pajak Restoran harus ditingkatkan lagi dan  perlu diperhatikan dengan 

baik agar supaya seluruh urusan dalam konteks pembangunan bisa untuk biayai. 
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Rasio Efektivitas Pajak Restoran 

Efektivitas pajak restoran menunjukan besarnya rasio efektivitas untuk 

pajak restoran selama 4 tahun berturut-turut. Selama 4 tahun tersebut pajak 

restoran menunjukkan kategori yang rata-rata sangat efektif kecuali tahun 2022 

yang mempunyai nilai rasio efektifitas dibawah 100% dan masuk kategori efektif. 

Untuk data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.8 

Rasio Efektivitas Pajak Restoran 

Tahun 2019 - 2022 

 

 

Tahun 

 

Pajak Restoran Rasio 

Efektivitas 

 

Kriteria 
Target Realisasi 

2019 13.000.000.000 15.171.279.096 116,70% 
Sangat 

Efektif 

2020 8.323.806.000 10.693.131.800 128,46% 
Sangat 

Efektif 

2021 15.000.000.000 15.317.576.632 102,12% 
Sangat 

Efektif 

2022 19.000.000.000 17.695.378.542 93,13% Efektif 
(Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo (yanjak.gorontalokota.go.id) 

Dari tabel rasio efektivitas pajak restoran Kota Gorontalo selama 4 tahun 

terakhir dapat diketahui memiliki nilai rasio efektivitas terbesar berada pada tahun 

2020 dengan nilai rasio sebesar 128,46% yang masuk dalam kategori sangat 

efektif. Sedangkan untuk tahun 2022 merupakan tahun yang memiliki tingkat 

rasio efektifitas terendah dengan nilai rasio sebesar 93,13% yang masuk dalam 

kriteria efektif. Sedangkan untuk realisasi, yang memiliki realisasi paling tinggi 

selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp. 

17.695.378.542 dan untuk penyumbang realisasi terendah berada pada tahun 2020 

dengan memberikan realisasi sebesar Rp. 10.693.131.800. Walaupun tahun 2020 
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memiliki realisasi yang rendah tetapi nilai rasio efektifitasnya merupakan yang 

tertinggi, ini disebabkan karena tahun 2020 berhasil melampaui target yang telah 

direncanakan/ditetapkan. 

Rasio efektivitas penerimaan pajak restoran di atas menunjukkan bahwa 

Badan Keuangan Kota Gorontalo dalam hal ini Bidang Pendapatan pada tahun 

2019 sampai dengan 2021 sudah mengalami peningkatan dalam melakukan 

penagihan pajak restoran jika dibandingkan dengan tahun 2022.  

Dengan demikian hasil di atas masih perlu dioptimalkan lagi mengingat 

Kota Gorontalo sebagai ibu kota Provinsi dimana geliat pembangunan maju 

dengan pesatnya. Kota Gorontalo seharusnya menjadi barometer bagi daerah-

daerah lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo dalam hal keefektivan penerimaan 

pajak daerah dalam hal ini pajak restoran. Hasil ini tentunya bertolak belakang 

dengan visi dan misi pemerintah daerah yang menjadikan Kota Gorontalo sebagai 

kota jasa. dan mampu meningkatkan jumlah PAD atau dengan kata lain 

pengelolaan PAD di Provinsi Gorontalo masih akan terus meningkat jika 

pengelolaannya dilakukan semaksimal mungkin. 

4.3.2 Rasio Efisiensi Pajak Restoran 

Efisiensi pajak restoran adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase 

perbandingan biaya pemungutan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak 

restoran. Biaya pemungutan pajak restoran diperoleh dari 5% realisasi penerimaan 

pajak restoran berdasarkan PP 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan 

pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, akan tetapi 

tidak setiap tahun bisa dikenakan biaya pemungutan hanya rasio efektifitas pajak 

restorannya yang lebih dari 100% yang bisa dikenakan biaya pemungutan. 
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Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa nilai 

rasio efisiensi pajak restoran selama 4 tahun berturut-turut menghasilkan nilai 

dibawah 10% yang masuk dalam kriteria sangat efisien. Tetapi hanya tahun 2022 

tidal dapat dihitung biaya pemungutannya dikarenakan nilai efektivitasnya kurang 

dari 100%.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut : 

Tabel 4.9 

Rasio Efisiensi Pajak Restoran 

Tahun 2019 - 2022 
 

 

Tahun 

 

Pajak Restoran Rasio 

Efisiensi 

 

Kriteria 
Realisasi 

Biaya 

Pemungutan 

2019 15.171.279.096 650.000.000 4,28% Sangat Efektif 

2020 10.693.131.800 416.190.000 3,89% Sangat Efektif 

2021 15.317.576.632 750.000.000 4,89% Sangat Efektif 

2022 17.695.378.542 - - - 

(Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo (yanjak.gorontalokota.go.id) 

Tren peningkatan jumlah Penerimaan pajak restoran dibandingkan dengan 

biaya pemungutan pajak restoran yang sangat efisien harus dipertahankan dan 

ditingkatkan lagi oleh Pemerintah Kota Gorontalo sehingga semakin besar 

penerimaan pajak restoran akan berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Gorontalo dan selanjutnya akan mengurangi tingkat 

ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. 

4.3.3 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah selama 4 tahun 

berturut-turut menunjukkan hasil kriteria yang rata-rata sedang. Hanya tahun 2020 

yang menunjukkan hasil kriteria kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 

dibawah ini : 



 

 
 
 

 

 

  

 

 

49 
 

Tabel 4.10 

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD 

Tahun 2019 - 2022 
 

 

Tahun 

 

Pajak Restoran Rasio 

Kontribusi 

 

Kriteria Realisasi 

Restoran 
Realisasi PAD 

2019 15.171.279.096 67.732.569.699 23,3% Sedang 

2020 10.693.131.800 53.554.102.740 19,9% Kurang 

2021 15.317.576.632 65.900.004.080 23,2% Sedang 

2022 17.695.378.542 81.226.829.604 21,7% Sedang 

(Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo (yanjak.gorontalokota.go.id) 

Dari hasil yang didapat sangat jelas menggambarkan kemampuan dari 

Pemerintah Kota Gorontalo untuk mempertahankan dan juga meningkatkan 

keberhasilan dalam memungut Pajak Restoran dari tahun ketahun. Pemerintah 

Daerah harus berupaya mengoptimalkan semua potensi penerimaan terlebih 

khusus pajak restoran kemudian dicatat dalam sistem yang ada, serta harus diteliti 

apakah masyarakat sudah membayar pajak, apakah semua restoran yang ada di 

Kota Gorontalo sudah menerapkan pajak 10% dan buat para petugas yang ada 

dilapangan apakah sudah berkerja dengan benar.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Efektivitas Pajak Restoran dihitung dengan membagi realisasi dengan target, 

selama tahun 2019 sampai dengan 2022 besarnya efektivitas pajak restoran 

masih naik turun, tapi sebahagian besar sudah masuk dalam kategori yang 

sangat efektif. Hanya tahun 2022 yang masuk dalam kategori efektif, tetapi 

hal tersebut masih bisa ditingkatkan. 

2. Efisiensi pajak restoran dihitung dengan membandingkan biaya pemungutan 

dan realisasi. Selama 4 tahun terakhir efisiensi pajak restoran dalam kategori 

sangat efisien. 

3. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD selama 4 tahun berturut-turut masih 

mengalami fluktuasi. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD diatas 

20% kecuali tahun 2020 dibawah 20% dalam artian kontribusi pajak restoran 

belum maksimal dan perlu dilakukan peningkatan pada proses pemungutan 

penerimaan pajak restoran. 

5.2  Saran 

1. Badan Keuangan dalam hal ini Bidang Pendapatan secara konsisten dan 

berkesinambungan melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan jumlah 

Realisasi Penerimaan pajak restoran, melakukan pengkajian tentang sumber 

potensi pajak restoran, serta memperbaiki mekanisme pemungutan melalui 

penetapan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dalam hal ini Badan Keuangan yang lebih 

Khusus Bidang Pendapatan harus mengoptimalkan sumber penerimaan pajak 
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restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena terjadi fluktuasi, 

sehingga diharapkan pemerintah dapat terus meningkatkan penerimaan pajak 

daerah dari sektor pajak restoran. 

3. Agar prosedur pemungutan pajak dan supervisi pemungutan pajak berjalan 

secara efektif, efesien serta menjadi lebih baik lagi maka perlu ditingkatkan 

kinerja petugas pemungut serta petugas pengawas pemungutan pajak yg 

disiplin, sinkron menggunakan peraturan - peraturan yang berlaku. 

4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah periode pengamatan 

yaitu lebih dari 5 tahun untuk melihat konsistensi setiap rasio. Disamping itu 

juga disarankan untuk melakukan penelitian terhadap rasio-rasio lainnya 

seperti; analisis potensi realisasi penerimaan pajak restoran, analisis kontribusi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Penerimaan Pajak 

Restoran. 
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